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LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR BUANA ARTHA LESTARI
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2022

PENDAHULUAN

Sehubungan dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang
PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT, SEOJK
N0.24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan Atas SEOJK No.
5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK
PERKREDITAN RAKYAT, maka dalam rangka meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan
Stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika
(code of conduct) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, bank wajib melaksanakan
kegiatan usahanya dengan pedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola.

Penyusunan laporan Tata Kelola (Good Corporate Governance) ini didasarkan pada prinsip-

prinsip sebagai berikut.

a. Transparancy (transparansi), adalah prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang

material dan relevan termasuk pula keterbukaan dalam proses penggambilan keputusan.

b. Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ

perusahaan sehingga pengelolaan berjalan secara efektif.

c. Responsibility (pertanggungjawaban), adalah kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan

perundang-undangan.

d. Independency (independensi), yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa pengaruh

atau tekanan pihak manapun.
e. Fairness (kewajaran), yaitu keadilan dan kesetaraan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul
berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prinsip Tata Kelola tersebut atau yang disebut dengan Good
Corporate Governance (GCG), maka berikut telah kami susun Laporan Tata Kelola PT. BPR Buana
Artha Lestari Periode Tahun 2022



DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN TATA KELOLA

Penyusunan Laporan Tata Kelola ini didasarkan atas:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola
bagi Bank Perkreditan Rakyat;

3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata
Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur Tata Kelola perusahaan dibuat untuk penerapan check and balance, sistem
pengendalian internal yang baik, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.
Struktur Tata Kelola PT BPR Buana Artha Lestari terdiri atas:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

2. Dewan Komisaris

3. Direksi

4. Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan

5. Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko

6. Pejabat Eksekutif Audit Internal

HASIL PENERAPAN SENDIRI (SELF ASSESMENT)
Self assessment yang dilakukan PT BPR Buana Artha Lestari untuk melakukan penilaian atas
11 (sebelas) unsur dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG), yaitu:

Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi
Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
Penanganan Benturan Kepentingan

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Penerapan Fungsi Audit Internal

Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Penerapan Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal
. Batas Maksimum Pemberian Kredit

10. Rencana Bisnis BPR

11. Tranparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
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BAB |
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
Direksi diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah mendapat
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Anggota Direksi PT.BPR Buana Artha

Lestari posisi 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Nama Jabatan ‘ Masa Jabatan
Yusak Adi Nugroho, SE | Direktur Utama | 2019 - 2024
Ribka Yuniawati , Tan \ Direktur YMFK ‘ 2022 - 2027
No Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1 | Nama : YUSAK ADI NUGROHO, SE
Jabatan . Direktur Utama

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.

2. Menerapkan Tata Kelola (Good Corporate Governance) pada setiap kegiatan
usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

3. Memastikan bahwa kepengurusan dan pengelolaan bank telah dilaksanakan
sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing anggota
Direksi dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian.

4. Menetapkan strategi, kebijakan, segmentasi, pangsa pasar dalam rangka
pencapaian target rencana bisnis dan rencana strategis BPR yang telah
ditetapkan.

5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat
yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor
eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan,
dan/atau otoritas lainnya.

6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai.

7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham
dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian
kepada pegawai.




9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada
Dewan Komisaris.

10. Membuka kantor cabang atau kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

11. Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko dan pengembangan budaya
manajemen risiko telah dilaksanakan pada seluruh jenjang organisasi.

12. Memastikan penerapan APU - PPT dan perlindungan konsumen telah
dilaksanakan pada seluruh jenjang organisasi.

13. Melaksanakan visi misi dan budaya kerja BPR dalam pelaksaaan tugas sebagai
Direktur Utama.

14. Melaksanakan tugas lain sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

15. Direktur Utama bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang
selaku Direktur Utama.

16. Direktur Utama bertanggung jawab atas penyelenggaraan, perencanaan, dan
koordinasi dalam pelaksanaan tugas masing masing anggota Direksi.

Nama . RIBKA YUNIAWATI, TAN

Jabatan . Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Tugas dan Tanggung Jawab

1.

Menerapkan tata kelola pada setiap usaha kegiatan BPR, mengusulkan
kebijakan dalam pengurusan dan pengelolaan bank pada bidang kepatuhan
kepada Direktur Utama.

Memastikan bahwa BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dan peraturan perundangan lain dalam rangka prinsip kehati-hatian.
Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari
peraturan perundang-undangan.

Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional
BPR.

Membawahkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko, dan APU — PPT.
Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat
yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor
eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan,
dan/atau otoritas lainnya.

Memastikan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab satuan kerja

kepatuhan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.




8. Memastikan dan meningkatkan tata-tertib dan disiplin kerja.

9. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko.

10. Melaksanakan visi misi dan budaya kerja BPR dalam pelaksaaan tugas sebagai
Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

11. Melaksanakan tugas lain sebagai anggota direksi sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

12. Mengusulkan rencana pendidikan dan pelatihan di bidang kepatuhan dan
sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

13. Bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.

14. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang selaku Direktur

Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Tindak Lanjut rekomendasi Dewan Komisaris

Setiap rekomendasi Dewan Komisaris pada tahun 2022 telah ditindaklanjuti,
dilaporkan pada setiap rapat yang dilaksanakan

Penjelasan lebih lanjut

Nihil

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah
mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Anggota Dewan Komisaris
PT.BPR Buana Artha Lestari posisi 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut

Nama | Jabatan | Masa Jabatan
Windy Arif Baktiar | Komisaris Utama | 2020 - 2025
Bambang Herry Purnomo, SH | Komisaris | 2022 - 2027
No Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1| Nama : WINDY ARIF BAKTIAR
Jabatan : Komisaris Utama

Tugas dan Tanggung Jawab
1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola (Good Corporate

Governance) pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang

organisasi.

2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
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Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan
Komisaris dilakukan untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan
serta Anggaran Dasar.

3. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari
satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit
intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa
Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

4. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila ditemukan pelanggaran
peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keada-
an atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

5. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya secara optimal.

6. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris mem-
perhatikan ketentuan Anggaran Dasar BPR, Pedoman dan Tata Tertib Kerja
Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Dewan Komisaris wajib membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan
mendokumentasikan Risalah Rapat Dewan Komisaris tersebut.

Nama . BAMBANG HERRY PURNOMO, SH

Jabatan : Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola (Good Corporate
Governance) pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang
organisasi.

2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan
Komisaris dilakukan untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan
serta Anggaran Dasar.

3. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari
satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit
intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa
Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

4. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila ditemukan pelanggaran
peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau
keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha
BPR.

5. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya secara optimal.




6. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BPR, Pedoman dan Tata Tertib
Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Dewan Komisaris wajib membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan
mendokumentasikan Risalah Rapat Dewan Komisaris tersebut.

Rekomendasi kepada Direksi

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris telah disampaikan disetiap
rapat pengurus dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris telah
dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Direksi

Penjelasan lebih lanjut

Nihil

B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

: : . Persentase
No | Nama Anggota Direksi Nominal (Rp) Kepemilikan (%)
Yusak Adi Nugroho, SE Rp.0,00 0%
2 Ribka Yuniawati, Tan Rp.0,00 0%

Penjelasan Lebih Lanjut
Seluruh anggota Direksi BPR tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR.

2.  Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan lain

Sandi Bank Nama Persentase

MO BEIEVATY BN PIIE 6 Lain Perusahaan Kepemilikan (%)

1 | Yusak Adi Nugroho, SE - - -

2 Ribka Yuniawati, Tan - - -

Penjelasan Lebih Lanjut
Seluruh anggota Direksi BPR tidak memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain.

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota
Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain, dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Hubungan Keuangan

Nama Jabatan Anggota Dewan Pemegang
Direksi Komisaris Saham

Yusak Adi Nugroho, SE | Direktur Utama | Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Ribka Yuniawati, Tan Direktur YMFK | Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut
Seluruh anggota Direksi BPR tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota direksi
lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.




2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

Yusak Adi Nugroho, SE

Direktur Utama

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Ribka Yuniawati, Tan

Direktur YMFK

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut

Seluruh anggota Direksi BPR tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi
lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

D. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Komisaris pada BPR

1. | Windy Arif Baktiar

Rp. 8.670.300.000,-

61.93 %

2. | Bambang Herry Purnomo, SH

Rp. 264.400.000,-

1.89 %

Penjelasan Lebih Lanjut

Anggota Dewan Komisaris memiliki kepemilikan saham pada BPR.

2. Kepemilikan Saham Anggota Komisaris pada Perusahaan Lain

1 Windy Arif Baktiar

Tidak Ada

Tidak Ada

0%

2 Bambang Herry Purnomo, SH

Tidak Ada

Tidak Ada

0%

Penjelasan Lebih Lanjut

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain.

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan
Anggota Direksi, Anggota Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Komisaris pada BPR

Windy Arif Baktiar Komisaris | rjqa Ada | Tidak Ada | Tidak Ada
Utama
Bambang Herry Purnomo, SH | Komisaris Tidak Ada Tidak Ada | Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan
Komisaris Lain, anggota Direksi, dan Pemegang Saham.
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2. Hubungan Keluarga Anggota Komisaris pada BPR

Komisaris
Utama

Windy Arif Baktiar Tidak Ada Tidak Ada Ada

Bambang Herry Purnomo, SH | Komisaris Tidak Ada Tidak Ada | Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut

Komisaris Utama memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan
Komisaris lain, anggota Direksi, dan Pemegang Saham.

F. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris
Berdasarkan RUPS

1. Paket Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan RUPS

Gaji 2 854.000.000 2 262.500.000

Tunjangan

Tantiem

Kompensasi berbasis
saham

Remunerasi lainnya

Total ! 854.000.000 ! 262.500.000

2. Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan RUPS

Perumahan

Transportasi mobil operasional mobil operasional

Asuransi Kesehatan
Fasilitas lainnya

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang
Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat yang dimaksud gaji adalah hak karyawan yang
diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan kepada karyawan
yang telah ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan
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perundang undangan termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarga nya atas suatu pekerjaan

atau jasa yang telah dilakukan.

Rasio Gaji tertinggi terhadap gaji terendah dihitung dengan menggunakan jumlah gaji yang

diterima selama setahun dan atau disetahunkan.Perbandingan rasio gaji tertinggi dan terendah

yang disetahunkan adalah sebagai berikut.

Perbandingan
Keterangan

(a/b) 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang 4.34 L
terendah (b) '
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota 288 1
Direksi yang terendah (b) '
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan 191 1
gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) '
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota 478 1
dewan Komisaris yang tertinggi (b) '
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai 4.90 L
yang tertinggi (b) '

Penjelasan lebih lanjut :

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah masih relatif normal

H. Frekuensi Kehadiran Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (Satu) Tahun

Tanggal Rapat | Jumlah Peserta Topik/Materi Pembahasan

Pencapaian dan evaluasi kinerja tahun 2021 dan
14-01-2022 2 .

Rencana Bisnis tahun 2022

Evaluasi kinerja BPR periode Maret 2022 serta
22-04-2022 2 rekomendasi Dewan Komisaris dan Pembukaan

kantor cabang di Semarang

Evaluasi kinerja BPR periode Juni 2022 serta
15-07-2022 2 rekomendasi Dewan Komisaris dan Persiapan

Pembukaan kantor cabang di Semarang

Evaluasi kinerja BPR periode September 2022 dan
14-10-2021 2 . L

Rekomendasi Dewan Komisaris
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Penjelasan lebih lanjut :

Selama periode tahun 2022 Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat Dewan
Komisaris sebanyak 4 (empat) kali di mana rapat tersebut dihadiri oleh 2 (dua) orang
anggota Dewan Komisaris dengan agenda pembahasan antara lain pencapaian dan
rencana bisnis, isu-isu strategis, dan evaluasi penetapan kebijakan

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Windy Arif Baktiar 100 0 100,00

Bambang Herry Purnomo, SH 100 0 100,00

Penjelasan lebih lanjut :
Secara keseluruhan kehadiran Dewan Komisaris 100 %

Jumlah Penyimpangan Internal ( Internal Fraud )

Total Fraud

Telah Diselesaikan

Dalam Proses
Penyelesaian

Belum Diupayakan
Penyelesaiannya

Telah ditindaklanjuti
Melalui Proses
Hukum

Penjelasan lebih lanjut

Selama tahun 2022 tidak terdapat penyimpangan/kecurangan Internal yang material dan
berdampak signifikan pada kegiatan operasional bank




J. Permasalahan Hukum

Jumlah (satuan)
Uraian Permasalahan
Perdata Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan 0 0
hukum yang tetap)
Dalam Proses Penyelesaian 0 0
Total 0 0

Penjelasan lebih lanjut :

Tahun 2022 tidak terdapat permasalahan hukum baik secara perdata maupun pidana yang
dihadapi oleh PT.BPR Buana Artha Lestari

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Pihak yang Memiliki Pengambil Keputusan Nilai
Kepentingan g P Jenis Transaksi Kete-

Transaksi | (Jutaan rangan
Nama | Jabatan | NIK | Nama | Jabatan | NIK Rupiah)

Penjelasan lebih lanjut :
Selama periode tahun 2022 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL DAN POLITIK
Pemberian dana sosial kepada masyarakat selama periode tahun 2021 sebagai tabel di bawah.

Sedangkan pemberian dana untuk kepentingan politik tidak ada selama tahun 2021.

Tanggal |Jenis Kegiatan . . . Jumlah
Pelaksanaan | (Sosial/Politik) Penjelasan Kegiatan Penerima Dana (Rp)
05-01-2022 Sosial Sponsorship Inagurasi JCI Solo 800.000
17-01-2022 Sosial Ucapan Dukacita Ibu Winny | Ibu Winny 150.000
18-01-2022 Sosial Ucapan Dukacita Sudarmadi | Sudarmadi 150.000
20-02-2022 Sosial Karangan Bunga Dukacita Nasabah 350.000
10-03-2022 Sosial Karangan Bunga Dukacita Trifena 350.000

Partisipasi pembuatan dan
pemasangan spanduk

07-04-2022 Sosial himbauan Covid 19 dan Idul Polresta Solo 1.500.000
Fitri
28-04-2022 Sosial Karangan Bunga Dukacita Bp Ren(_jy_ dan 865.000
Ibu Sukini
27-06-2022 Sosial Sponsorship Ulang Tahun Dapen GKJ 1.000.000

12



Salatiga

16-08-2022 Sosial Sponsorship Perhakkas Perhakkas 5.000.000
19-09-2022 Sosial Karangan Bunga Dukacita Indriana 350.000
27-10-2022 Sosial Sponsorship Perayaaan PMS Solo 5.000.000

Natal kota Surakarta

Penjelasan lebih lanjut

Selama periode tahun 2022 PT. BPR Buana Artha selalu berpartisipasi dalam melakukan
kegiatan sosial sebagai wujud tanggung jawab perusahaan
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BAB |1
HASIL SELF ASSESMENT DAN
KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assesment

Nama BPR :  PT. BPR BUANA ARTHA LESTARI

Alamat : JI Dr Rajiman No 687 Pajang Laweyan Surakarta
Nomor Telepon : 0271 - 738988

Posisi Laporan :  Desember 2022

Modal Inti : Rp.22.837.773.940,-

Total Aset : Rp. 406.791.271.906,-

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG (Good Corporate Government) periode
tahun 2022 disampaikan hal hal sebagai berikut.

a. Nilai Komposit sebesar 1.80 dengan predikat Komposit Baik

b. Nilai masing masing faktor adalah sebagai berikut :

Faktor Pe;]i_ug] Lanan Total Penilaian Faktor
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung 131 0,262
jawab Direksi
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan 0,00 0,000
tugas atau fungsi Komite
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan 2,90 0,290
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR 2,05 0,205
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern 2,10 0,210
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern 1,85 0,046
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko 2,23 0,223
termasuk sistem pengendalian intern*)
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit 1,45 0,109
Faktor 10: Rencana bisnis BPR 1,34 0,101
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan 1,60 0,120
dan non keuangan, serta pelaporan internal
Nilai Komposit ‘ 1.8
Peringkat Komposit - 2




B. Ringkasan Kesimpulan Umum Penilaian Penerapan Tata Kelola

Ringkasan kesimpulan umum penilaian penerapan tata kelola periode tahun 2022 adalah sebagai

berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (S+P+H : 1.31)

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi:
a. Struktur dan infrastruktur Direksi telah sesuai dengan  ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan.
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah terlaksana dengan baik.
Hasil penilaian penerapan tata kelola sebagai pertanggungjawaban Direksi telah
disampaikan kepada RUPS melalui laporan tahunan dan telah disampaikan kepada
Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu Media asosiasi BPR di Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (S+P+H : 1.84)
a. Struktur dan infrastruktur Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.
b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah terlaksana dengan baik.
c. Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan dan telah didokumentasikan dengan baik.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (S+P+H : 0.00)
Berdasarkan modal inti BPR belum berkewajiban untuk memiliki Komite.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (S+P+H : 2.90)
Selama periode tahun 2022 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan
kepentingan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (S+P+H : 2.05)
a. BPR telah memiliki Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat
Eksekutif Kepatuhan.
b. BPR telah memiliki pedoman dan kebijakan kepatuhan yang memuat tentang ketentuan
internal mengenai tugas dan tanggung jawab pelaksanaan fungsi kepatuhan.
c. BPR telah menerapkan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—
undangan.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (S+P+H : 2.10)

a. BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Internal BPR telah memiliki pedoman dan
kebijakan kepatuhan yang memuat tentang ketentuan internal mengenai tugas dan
tanggung jawab pelaksaaan fungsi kepatuhan.

b. BPR telah menerapkan fungsi audit internal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang—undangan.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (S+P+H : 1.85)
a. BPR telah menunjuk Kantor Akuntan Publik ( KAP ) Robert, Rudi, Herwin dan Rekan
untuk mengaudit laporan keuangan periode tahun 2022.
b. Hasil audit dan Manajemen Letter KAP Robert, Rudi, Herwin dan Rekan telah
disampaikan ke BPR.
¢. Hasil audit dan Manajemen Letter KAP Robert, Rudi, Herwin dan Rekan telah
disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan.
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8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (S+P+H : 2.23)

a. BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko.

b. BPR telah memiliki pedoman dan kebijakan manajemen risiko yang memuat tentang
ketentuan internal mengenai tugas dan tanggung jawab pelaksaaan fungsi manajemen
risiko.

c. BPR telah menerapkan manajemen risiko atas empat (4) risiko yaitu risiko kredit, risiko
operasional, risiko kepatuhan dan risiko likuiditas.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit
Selama periode tahun 2022 tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan BMPK

10.Rencana Bisnis BPR
Rencana bisnis telah disusun dan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu

11.Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan
a. BPR telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Tahunan yang
penyajiannya mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang disampaikan ke
publik melalui media pengumuman di kantor BPR Buana Artha Lestari, media massa
lokal dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.
b. Transparansi informasi produk BPR disampaikan melalui media promosi produk baik
berupa brosur, sosial media ( instagram,facebook,website,twitter dan lainnya )
termasuk layanan call center oleh customer service.

C. Kesimpulan Umum Penilaian Penerapan Tata Kelola
Berdasarkan hasil assessment tersebut maka dapat disimpulkan bahwa prinsip prinsip tata kelola
perusahaan telah diterapkan dengan baik. PT BPR Buana Artha Lestari berkomitmen untuk tetap

melaksanakan penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku

PT.BPR Buana Artha Lestari

—

Yusak Adi Nugroho, SE indy Arif Baktiar
Direktur Utama Direktur Utama
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KERTAS KERJA

LAPORAN SELF ASSESMENT PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR BUANA ARTHA LESTARI

Nama BPR - PT. BPR Buana Artha Lestari

Posisi Laporan + 31-12-2022

Alamat . JI Dr Rajiman No 687 Pajang Laweyan Surakarta
Nomor Telepon - (0271)-738988

Modal Inti BPR 1 22.837.773.940,00

Total Aset BPR . 406.791.271.906,00

Bobot BPR : B

Status Audit Ekstern : Diaudit

Nilai Komposit : 1.8

Peringkat Komposit 12

Analisis . Laporan Tata Kelola PT. BPR Buana Artha Lestari dengan hasil

penilaian peringkat komposit 2 dengan predikat Baik

Faktar Babat Faktar .. Total Panidakan Faktar Kesimpaulan

Palaksanaan Tugas dan

Faktor 1: Palaksanaan Dogas dan tanggng jawab Ciraked
LA Eing e Dk sudah rerlaluana dangen
badk

Palakzanzan tugas dan
LnEELE jawah Dewan
Komasia sbdah rerlalmans
dangan bail
Muodal [ari BFR <50M

Faktor 3 Palaksaraan togic dan
LA BN el Doga ity Koimils i

Faktor & Kelangkagan dan

Jro i ey g e Dol
Konite

Faktor & P nasgacan Bseturan
kgpeetingan

Faktar & Panarapes foegsi

Tidak cerdapat beatian
Kepantiaggan
Penarapan lings kepatuban

0B BFR xudah terlakeana
kspatuaban BER
fian darymn badle
Parerapan fungai audil intern
Faktor b: Penerajis hosgsl audil
i fosggal au . aidah teclakanna dengan

inteen tenile

Panerapan fungs: audit
ekaterm sudah terlakeann
denpon baik
Penarapan manajemen risiks
termnsuk wistem

Fakior ¥: Penerapas hoogsi audit
ehkitain

Fakior B Penerapss mesajemen

riuden farrrasuk §ishem LR ..
penperdalian inkern®) P:nwﬂlfld;r:; ﬁ:‘h
Fakior % Bates maksimum BFR tidak i sln

berian et s pelanggnran EMPK
Fakinr 10: Ramcans hisniy 525 0T Fancana Bisnis BPR tel,e:.h

dilaksanakan dengan baik

Fakdor 11; Transperared koradisi
k=angan clan roe keangan,
surin pelegporen inbarngl

keuvangan dan nen keuangan,
perts pelaporan intecnal
=udah berpalan dengan baik

Hilsi Komposit



A. FAKTOR 1
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

A Strukiur dan Infrastruktur Tata Kedola (S)

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (ima puluh milyar
rupiah):

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota
Direksi bertindak sebagai Direklur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari RpS0.000.000.000,00 {lima puluh mityar
rupiah);

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota
Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Seluruh anggota Direksi pat tinggal di yang sama, atau
kotarkabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kotafkabupaten di
provinsi kain yang b gsung denga pada provinsi

lokasi Kantor Pusat BPR,
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Mon Bank
dan/atau lembaga lain (partai politk atau organisasi kemasyarakatan).

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda
sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris.

D|raks| tidak i danfatau p ia jasa
i sebagai kecuali i p yaitu untuk proyek
yang bersifat khusus yang dari sisi adanya

konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliput lingkup pekerjaan,
tanggung jawakb, ;lnodu: yang dlhasulkan dan jangka wakiu pekerjaan, serta biaya;
dan adalah pihak i

yang memiliki kualifikasi untuk DID)‘EK yang bersifat khusus dimaksud.

Seluruh anggota Direksi telah lulus Ujl Kemampuan dan Kepatutan dan telah
diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah
ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya,

Total nilai skala panerapan

Rata-rata
Bobat

Nilai struktur

IV0V2023 13:36:37 WIB

B. Proses Penerapan Tata Kelola (F)

Direksi tugas dan dan tidak
memberikan kuasa umum yang dapat menualubaﬂmn Demahhan tugas dan
wewenang tanpa batas.

Direksi menindaklanjuti temuan avdit dan i dari Pejabat if
yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan olorilas kain.

Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat
waktu kepada Dewan Komisaris.

Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifal strategis dilakukan
berdasarkan musyawarah mulakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapal
musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumban
dissenting opinion jika terdapat perbedaan

Direksi tidak BPR untuk kepenting pnbatl ka!uanga danjatau

pihak kain yang dapat 0 atau i BPR, sera tidak
dan/atau ima k n pribadi dari BPR, selain remunerasi

dan fasiftas lainnya yang ditetapkan RUPS.

Anggota Dlmksl secars ji dalam

rangka p p ummng dan p terkini

terkail bidang i tugas dan

pada selumh atau Jenjanu ganisasi antara lain

denqan penngkaan keikutsertaan pegml BPR dalam pendidikan/pelatihan
dalam rangka pangembangan kualitas individu.

Anggota Direksi mampu i i yang di

dalam ugas d , antara lain p atas
ketentuan mengenai prinsip I:nhall hauan

Direksi memiliki dan dan tata tertib kerja anggota Direksi
yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, wakiu kerja, dan peraturan rapat.
Total nilai skala penerapan

Rata-rata
Bobat
Nilai Proses

ILTU023 13:36:37 WIB Dicotnk Olen

C. Hasil Penerapan Tata Kelcla (H)

Direksi
saham melalui HUPS

Direksi mengkomunikasikan kepada selursh pegawai mengenai kebijakan
strategis BPR di bidang kepegawaian.

Hasil rapat Direksi dituangkan da1am nsalah rapat dan didokumentasikan dengan
baik, il yang terjadi dalam

rapat Direksi, serta dibagikan kepada Eahl'uh Direksi.

Terdapal peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggola Direksi
dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan
peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan
pencapaian hasil sesuai ekspekiasi stakeholders.

Direksi menyampaikan laporan penerapan Tala Kelola pada Otoritas Jasa
Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah
ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan,

Total nilai skala penerapan
Rata-rata

Bobat

Nilai Hasil

1,00
0,50
0,50

163
0,40
0,65

1,60
0,10
0,16

Jumiah Direksi PT BPR Buana Artha Lestari 2 orang yaitu Direktur Utama dan Direktur Yang
Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Semua Anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama dengan lokasi kantor
BPR

Anggota Direksi PT BPR Buana Artha Lestari tidak ada yang merangkap jabatan pada Bank,
Perusahaan , Nen Bank dan/atau lembaga lain

Direktur Utama dan Direktur tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan
derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Diraksi tidak jasa

dan atau p ia jasa p

Seluruh anggota direksi telah diangkat melalul keputusan RUPS dan telah dinyatakan lulus uji
kemampuan dan kepatutan oleh otoritas yang berwenang

Direksi telah tugas dan secara i dan
pelimpahan wewenang secara terbatas sesuai dmuan kewenangannya

Direksi telah menindaklanjuti hasil audit mtarnal maupun eksternal dengan membuat action plan
dan hasiinya dil melalui rapat pengurus

Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap dan akurat kepada Dewan Komisaris

Pengambilan Keputusan Rapat Direksi telah diltakuk yh untuk mulakat

Direksi tidak
dapat gikan atau el
keuntungan pribadi dari BPR

pribadi . keluarga, dan atau pihak lain yg
gan BPR, serta tidak mengambil alau menerima

BPR untuk

F budaya
i prestasi dan

untuk seluruh kary guna
oleh bank

= h
target yang

Direksi dengan segata dapat i i yg dimiliki dim
pelaksanaan tugas dan tanggung jwbnya terutama tentang prnsip kehati-hatian

Direksi telah memiliki dan melaksanakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja anggota Direksi yang
dituangkan dalam SK No 05.A/SK-DIR/BAL/V2019 tanggal 31 Januari 2019

Direksi telah j alas tugas Direksi kepada pemegang
saham melalui RUPS
Kebijakan Bank k terkait e itab o ikan dan disosi ikan kepada

seluruh karyawan
Hasil rapat direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan,

uniuk direksi dan seluruh

Telah di dan diselengg: i
karyawan BPR

Direksi membuat dan menyampaikan laporan Tata Kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan
Asosiasi BPR di Indonesia, dan website BPR sesual ketentuan.
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B. FAKTOR 2
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Tanggal Cetak

A Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (5)

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp5S0 M: Jumiah anggota Dewan Komisaris
paling sedikit 3 (tiga) orang.

BPR dengan modal inti kurang dari RpS0 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris
ppaling sedikit 2 (dua) orang.

Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai
ketentuan,

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan
telah dlanghnt malulul HUF'S Dalam hal BFR memperpan]ang masa jabatan
anggota Dewai RUPS yang masa jabatan
anggota Dow-an isaris di sobelum masa jabatan,

Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi
yang sama atau di kotakabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung
dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

BPR memiliki Komisaris Independen:

a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan
puluh mulyar molam} pallng sadikit 50% (lima puluh persen) dari jumiah anggota
Dewan

b. Uniuk BPR dengan de-EI inti paling sedikit RpS50.000.000.000,00 {lima puluh

milyar rupiah) dan kurang dari Rp&0.000.000.000.00 (delapan puluh milyar rupiah),

jpaling sedikit satu anggota Dewan

BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (ima puluh milyar
rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan
elika kerja, waktu kerja, dan rapat.

Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagal anggota Dewan Komisaris
pada lebih dar 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat
eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

Mayoritas ota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau
semanda sampai dangan derajat kedua dengan sesama anggata Dewan
Komisaris atau Direksi.

INTV2023 133703 WIB Dicetak Olet

bprbuanasrtha@gmailcom

Jumiah anggota Dewan Komisaris yaitu 2 orang

Jumlah Dewan Komisaris sama dengan jumiah Direksi yaitu 2 orang

Seluruh anggota Dewan
melalui RUPS

is telah lulus Uji dan

dan telah diangkat

Komisaris Utama bermempat tinggal dikota dan propinsi yang sama dengan kantor pusat BPR

BPR sasuai ketentuan modal inti kurang dari 50M

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan 1ata tertib kerja dewan komisaris yang tertuang
dalam SK No.05.B/SK-DIRBALI2019 tanggal 31 Januar 2019

Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagal Dewan Komisaris pada BPR atau Bank
Umum lain

Komisaris Utama tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan
sesama anggota Komisaris

9 Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, BPR belum ada ji i Dewan sesual dengan modal inti
kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota
Dewan Komisaris |ain, Direksi danfatau pemegang saham pengendallalau
hubungan lain yang dapat ul
independen.
Total nilai skata penerapan 15
Rata-rata 167
Bobat 0,50
Nilai struktur 0,84

B. Proses Penerapan Tata Kelela (P)

10 Dewan Komisaris telsh rhad; tugas 1 Dewan Komisaris telsh melaksanakan sesuai dengan pemenuhan ketentuan- ketentuan BPR
dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain
pembarian rekomendasi atau nasihat terulis terkait dengan pemenuhan ketentuan
BPR termasuk prinsip kebati-hatian.

1 Dalam rangka tugas peng i 0 2 Dewan g dan g i i strategls
dan meng i ijakan strategis BPR.

12 Dewan Komisaris tidak terlibat datam pengambilan keputusan kegiatan 2 Dewan Komisaris tidak pemah tedibat dalam pengambilan keputusan, kecuali yang telah
operasional BPR kacuall dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan,

dalam batas

kredit BPR dan hai—hal tzin yang di dalam gan dalam
rangka fungsi

13 Dewan isari bahwa Direksi i juti temuan awditintem, 3 Dewan Komisaris telah menindak lanjuti temuan Audit Intem dan Ekstern menyampaikannya
audit akstern, hasil p Otoritas Jasa danfatau hasil sacara terulis
pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk
menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.

14 Dewan Komisaris menyediakan wakiu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan 2 Dewan isaris talah tugas dan jawab secara optimal serta

1anggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan
Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dinadici cleh selurubh
anggota Dewan Komisars.

INTV202313:37:03 WIB Dicetak Oleh

bpruaraarthagmail com

Kri

r

melaksanakan rapat pengurus secara nutin

15 Pengambilan kepuiusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah 2 Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris PT. BPR Buana Artha Lestari yg bersifat
mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak srategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan
mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.
16 Anggota Dewan tidak BPR untuk kepentingan pribadi, 2 Dewan tidak k gambil gan untuk tingan pribaci,
keluarga, danfatau pihak lain yang gikan atau gurangi gan BPR, keluarga atau pihak lain
serta tidak dan/atau il pribadi dari BPR, selain
remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17 Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan 2 BPR sudah memiliki stuktur organisasi yang memisahkan antara direktur yang membawahi
gas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan bidang perkraditan dan kepatuhan
yang memeriukan tindak lanjut Direksi.
Total nilai skala penerapan 16
Rata-rata 2,00
Bobot 0,40
Nilai Proses 0,80
C. Hasll Penerapan Tata Kelola (H)
18 Hasil rapat Dewan Kemisaris dituangkan dalam risalah rapat dan 2 Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah notulen rapat Dewan Komisaris dan
didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinicns yang didokumentasikan dengan baik
terjadi jika terdapat serta kepada seluruh anggota
Dewan Komisaris.
Total nilai skala panerapan 2
Rata-rata 2,00
Bobot 0,10
Nilai Hasil 0,20

Tanggal

IOV2023 13I70IWE

5 g 6
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C. FAKTOR 3

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KOMITE

A Strukiur dan Infrastruktur Tata Kedola (S)

1 BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota o
HKomite sesuai ketentuan,
Total nilai skala penerapan o
Rata-rata 0.00
Babat 0,50
Nilai struktur 0,00

B. Proses Penerapan Tata Kelcla (P)

1 Komite Audit malakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intem. o
2 Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi o
manajemen risiko.
3 Dewan Komisaris memastikan balwa Komite yang dibentuk menjalankan o
lugasnya secara efektif antara lain lelah sesuzai dengan pedoman dan tata tertib
kerja.
Total nilai skala penerapan o
Rata-rata 0,00
Bobot 0,40
Nilai Proses 0,00
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
1 Komite il i terkait audit intern dan fungsi o
j isiko kepada Dewan is untuk tindak lanjut kepada Direksi
BPR.
Total nilai skata penerapan o

D02 133722 WiB e S —p—

Ketarangan

Ketarangan

Keterangan

‘ Keterangan

Keterangan

Kriteria / Indikator
Rata-rata 0,00
Bobot 0,10
Nilai Hasil 0,00

3VON023 13:37:22 WIB F——

bpeacashaEgmail com

D. FAKTOR 4
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A Strukiur dan Infrastruktur Tata Kedola (S)

1 BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur b 3
il yang ikat setiap dan pegawai BPR termasuk
sl ¢ e bent i i

dalam Risalah Rapal.
Tatal nilai skata penerapan 3
Rata-rata 3,00
Bobot 0,50
Milai struktur 1,50

B. Proses Penerapan Tata Kelela (P)

2 Dalam hal terjadi banturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggata 3
Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mangambil tindakan yang dapat merugikan
atau mangurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang
memiliki benturan kepentingan tersebut,

Tatal nilai skala penerapan 3
Rata-rata 3,00
Bobot 0,40
Nilai Proses 1.20
C. Hasll Penerapan Tata Kelola (H)

3 i yang dapat BPR atau i 2
BPR di dalam setiap dan telah i dengan baik.
Total nilai skata penerapan 2
Rata-rata 2,00
Bobot 0,10

BPR telah memiliki kebij genai benturan ¢

Tidak ada benturan kepantingan

Tidak ada benturan kepentingan

Nilai Hasil

IVOV2023 13:37:36 WIB

Deowtak Olet bprbuacaarthag@gmail com:
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E. FAKTORS
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

A Strukiur dan Infrastruktur Tata Kedola (S)

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (ima puluh mllyar 2
rupiah): Anggota Direksi yang fungsi

persyaratan paling sedikit untuk:

a. tidak merangkap semgm Direktur Utama;
b. tickak bidang op

dan

©. mampu bekerja secara independen.

penghimp dan p dana;

BPR dengan modal inti kurang dari RpS0.000.000.000,00 {lima puluh milyar

rupiah): Anggota Direksi yang fungsi tidak

penyaluran dana.

Anggota Direksi yang fungsi kep 2
Otaritas Jasa dan Lain yang

dengan perbankan.

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000.00 (ima puluh milyar 2
ruptah):

fungsi denga satuan ketja
laepalnl\an yang independen terhadap satuan !mqa atau fungsi operasional.

BPR dengan modal inti kurang dari RpS0.000.000.000,00 {lima puluh milyar
rupiah):

F fungsi dengan juk Pejabat

yang gani fungsi terhadap satuan kerja atau fungsi

operasional,

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat yang i fungsi 2
y dan/atau kerja, sistem, dan prosadur kepatuhan.

BPR memiliki intern g tuges, g, dan Jawab 2

bagi satluan kerja atau Pejabat yang gani fungsi

kepatuhan.

Total nilai skala panerapan 10

Rata-rata 2,00

Bobot 0,50

IVDV202313:37:51 WIB

N

struktur

B. Proses Penerapan Tata Kelela (P)

Anggota Direksi yang si langkah- 2

langkah yang untuk BPR 1elah i saluruh
Otoritas Jasa lain

ermasuk penyampalan laporan kepeda Otoritas Jasa Kelnnoan dan otoritas

lalnnya.

Anggota Direksi yang Fung: upaya untuk 2
0 i budaya BF'R antara lain melalui sosialisasi dan

pelatihan ketentuan tarkini.

Anggala Direksi yang fungsi dan menjaga 2
BPR P seluruh k yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas

Jasa tindakan i apabila terdapat

kebijakan dam‘awu hewnusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan
Otaritas Jasa
Satwan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekulil yang gani fungsi 2
memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, sera
kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa

dan

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Elssokuﬁf yang menangani fungsi kepatuhan 3

melakukan reviu dan/atau dan

kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesual

dengan Otoritas Jasa dan ) G

Total nilai skala panerapan 1

Rata-rata 220

Bobot 0,40

Nilai Proses 0,88
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

BPR berhasil tingkat pelanggaran terhadap 1

INUOL2023 133751 WIB prbumenantha@gmail com

Anggota Direksi yang 51 lapora
pelaksanaan tugas dan wnggung Jjawab secara berkala kepada Direkiur Ulnma
dengan kepada Dewan isaris. Dalam hal anggota Direksi yang
membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direkiur Utama, laporan disampaikan
kepada Dewan Komisaris.

Anggota Direksi yang fungsi tidak sebagai Direktur Ltama
Midak i dan dana sarta mampu bekerja secara independen

Anggota direksi Tungsi telah Ororitas Jsa
d: lain yang dengan
PT. BPR Buana Artha Lestari sudah strukiur yang telah Pejabat
yang i fungsi yang independ
PE sudah dan kerja, sistam dan prosedur
kepatuhan
PT.BPR Buana Artha sudah memiliki Imtern genal tugas , g dan
tanggung jawab PE Kepatuhan
1 awi 6

Anggota Direksi yang

memenuhi peraturan Horitas Jasa Keuangan dan menyampaikan laporan secara tepat wakiu

Fungsi telah BPR telah

Anggota Direksi yang Fungsi telah budaya
dengan ikuti sosiali i tarkini
Direksi Yang Fungsi tedah k yang
bertaku di Qoritas Jasa dan p P grund
PEF bahwa seluruh sistem dan prosedur serta

keglatan usaha BPR telah sesual dengan kelentuan Owrllas Jasa Keuangan

PE telah dan i sesuai dengan
ketentuan Otoritas Jasa dan
PT BPR Buana Artha Lestari tidak |angeg: rhadap

3w 8

Anggota Direksi Yang Fungsi telah laporan
pelaksanaan tugas dan langgung jawab secara berkala sesuai ketentuan yang beraku

13 Anggota Direksi yang Fungsi | laporan 2 Belum ada laporan khusus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang kebijakan
khusus kepada Otwritas Jasa Keuangan apabila laldapal kebijakan atau yang menyimpang PT. BPR Buana Artha Lestari
Direksi yang g dari Otoritas Jasa
danfatau gan lain, sesuai Otoritas Jasa
Keuangan.
Total nilai skala penerapan 5
Rata-rata 167
Bobat 0,10
Nilai Hasil 0,17
Tanggal Cetak INON2023 133751 WIB Dicotak Olen bprbuaraartha@gmail.com 5 dwl &
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F. FAKTOR 6
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

4

5

A Strukiur dan Infrastruktur Tata Kedola (S)

BPR dengan modal inti paling sedikit RpS50.000.000.000,00 (ima puluh milyar 2
piah):
BPR 'memiliki Satuan Kerja Audit Intarn (SKAI).
BPR dengan modal inti kurang dari RpS0.000.000.000,00 {lima puluh milyar
h

rupiah).
BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
fungsi audit intern.
SKAI atau Pajabat if yang jawab terhad. 2
fungsi audit intern telah memikki dan mengl«mlmn padoman kerja serta sistem dan
prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan
perundang-undangan dan nelah disetujul oleh Direktur Utama dan Dewan
Komisaris.
SKAI atau Pajabat yang Jjawab terhad. 2
fungsi audit intern indepanden terhadap satuan kuja aperasional (satuan kerja
tarkait dangan penghimpunan dan penyaluran dana:

SKAI atau Pejabat if yang wab terhad. 2
fungsi awdit intern bertanggung jawab Ianqwnn kwada Dmakbur Utama.

BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang 3
melaksanakan fungsi audit intern.

Tatal nilai skala penerapan 1
Rata-rata 220
Bobaot 0,50
Nilai struktur 1,10

B. Proses Penerapan Tata Kelela {P)

BPR menerapkan fungsi audit intern audit 2
intern yang telah disusun oleh BPR pana suuruh aspek dan unsur he@alan yang

secara BPR

masyarakal.

PT. BPR Buana Artha Lestari sesuai Modal inti kurang dari 50M telah mengangkat Pejabat
Eksekutif fungsi audit intern (SPI ) yang malakukan Fungsi Audit Intem

Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Audit Intern sudah memiliki pedoman kerja serta
sistem dan prosedur untuk palaksanaan tugas Audit yang disetujui oleh Direktur Utama dan
Dewan Komisaris

Pejabat Eksekutif Audit Intarnal bekerja secara Independen terhadap satuan kerja Operasional

Pejabat Eksekutil Audit Internal b

ggung jawab g kepada Direktur Utama

PT. BPR Buana Artha belum memiliki
fungsi audit ntermn

SDM yang

PT. BPR Buana Artha Artha telah menerapkan Fungsi Audit Intern pada seluruh aspek dan
unsur kegiatan BPR

10

12

13

IVOV2023 13:38:00 WIB

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (ima puluh milyar 2
rupiah):

BPR menugaskan pihak ekstem untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu)

kall dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi

audit intern, dan kelemahan SOP audit serta

yang mungkin

EPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 {lima puluh milyar rupiah):
diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

Pelaksanaan fungsi audit intem i audit) Secara dai 2
dan yang : audit, program audit,
pelaltsmaan audit, pelawran hasil audit, :Ian tindak lanjut hasil audit.

sumber daya manusia secara 2
bemala dan barl;slaniumn terkait dengan penerapan fungsi audst intem.
Tatal nilai skala penerapan 8
Rata-rata 2,00
Bobot 0,40
Nilai Proses 0,80

C. Hasll Penerapan Tata Kelola (H)

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang benanggung jawab terhadap pelaksanaan 2

fungsi audit intamn telah lapara audit intermn kepada

Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mmbusan kepada anggota Direkss

yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR telah i laparan dan -pokok hasil audit intern 2
dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan

sesuai ketantuan Onodtas Jasa Keuangan.

BPR dengan maodal intl paling sedikit RpS0.000.000.000.00 (ima puluh milyar 2

BPR manyampakan laporan hasil kaji ulang cleh pihak ekstern kepada Otoritas
Jasa sesuai Otoritas Jasa

BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

INVDNZ023 13:38:00 WIB

BPR dengan modal intl paling sedikit Rp50.000.000.000.00 (ma puluh milyar 2
piah):

Kepala SKAI
kepada Ctorilas Jasa Kpuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;

BP atau

BPR dengan modal inti kurang dan RpS0.000,000,000,00 {lima puluh milyar
rupiah):

BPR ikan laporan pengang atau Pejabat

yang ggung jawab terhadap fungsi audit intern kepada Otoritas

Jasa sesuai Otoritas Jasa

Total nilai skata penerapan 8
Rata-rata 2,00
Bobat 0,10
Nilai Hasil 0,20

IVDN2023 13:38:00 WIB

PT. BFR Buana Artha Lestari belum punya kewajiban untuk Kaji Ulang atas kepatuhan terhadap
standar pelaksanaan Fungsi Audit Intern

Pelaksanaen kegiatan Audit Intemn di PT. 8PR Buena Arha Lestan dilakukan secara independen
dan

dimulai dari audit, p program audit, pelaksanaan audit dan
tindak lanjut hasil audit
BPR akan peni mutu ilan sumber daya secara berkala dangan cara
atau pel
Pejabat if Audit Intern dan hasil audit intern kepada Dirut
secara periodik

PT. BFR Buana Artha Lestari sudah melaporkan hasil pelaksanaan dan pokok- pokok audit
intern kepada Otoritas Jasa Keuangan

PT. BPR Buana Artha Lestari belum ada kewajiban uniuk melaporkan hasil kaji ulang oleh pihak
ekstem kepada OJK karena modal inti kurang dan Rp.50.000.000,00

PT. BPR Buana Anha Lestari 1elah melaporkan kepada OJK berkaitan dengan pengangkatan
Pejabat Eksekutif Audit Internal sesuai ketentuan
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G. FAKTOR7

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

A Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP)
i aspek: k legalitas penjanjian kerja, ruang kingkup audit, standar
profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan
dengan KAP dimaksud.

Total nilai skala penerapan
Rata-rata

Bobot

Nilai struktur

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2 Dalam audit laporan BFR, BPR Akuritan Publik
dan KAP yang terdafiar i Otoritas Jasa b Gan serta P P j
RUPS usulan Dewan
3 BFR telah malaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas
Jasa Keuangan.
Total nilai skala penerapan
Rata-rata
Bobot
Nilai Proses
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
4 Hasil audit dan Letter telah BPR dan

disampaikan secara tepat wakiu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.

5 Cakupan hasil audit paling sedikit sesual dengan ruang lingkup audit sebagaimana
diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

31012023 1338:33 Wl

Total nilai skala penerapan
Rata-rata

Bobat

Hilai Hasil

3012023 13:38:33 Wil Doovih ek bprissssthagigmsd com

H. FAKTOR 8

1.00
0,50
0,50

3,00
0,40
1,20

Akuntan Publik Robert , Rudi, Herwin dan Rekan yang ditugaskan untuk mengaudit Laporan
Keuangan PT BPR Buana Artha Lestari

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Robert, Rudi, Herwin dan Rekan  sudah terdaftar di
OJK dan memperoleh persetujuan RUPS

PT BFR Buana Artha Lestari balum melaparkan hasil Audit KAP dan Management Letter
Kepada OJK

Hasil Audit dan Managerment Letter oleh KAP Robert , Rudi, Herwin dan Rekan  sudah
disampaikan ke BPR

Hasil Audit oleh Robert . Rudi, Herwin dan Rekan sudah sesual dengan ruang lingkup audit
yang diatur dalam ketentuan OJK

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN

INTERN
(]

1 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000.00 {delapan puluh milyar
rupiah):
BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen
Risiko;

A Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (5)

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000.00 (ima puluh milyar
rupsah) dan kurang dari apao.ouo_noo.ouo.oomsppan paslub milyar rupiah):

BPR telah satluan kera Risiko,

BPR dengan modal inti kurang dari RpS0.000.000,000,00 {lima puluh milyar
rupiah):

BPR telah satu arang Pejabat if yang jawab

tarhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.

2 BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan
penetapan limit Risiko,

3 BFR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pangelolaan risiko
yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.

Total nilai skala panerapan
Rata-rata
Bobat
Nilai struktur

B. Prosas Penerapan Tata Kelola (P)

4 Direksi:
dan j Risiko secara

a.
tertulis, dan

b. meng
Diraksi.

2,00
0,50
1,00

BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutil yang bertanggung jawab terhadap penerapan
fungsi Manajemen Risiko

BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan
limit Risiko,

BPFR telah memiliki pedoman mengenai produk dan atau aktivitas baru

BPR telah S0P

genal fungsi ] Risiko

IVDVZ023 133850 WIE
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Dewan Komisaris:
a. jui dan i kabij Risiko,
Diraksi atas
Manajemen Risiko, dan
| dan [+ Direksi yang berkaitan dengan
|ransal=sl yang Dewan i
EPR dan peng
Risiko terhadap sahn.il faktor Risiko yang bersifat material.
BPR pkan sistem peng Intern yang

BPFR menerapkan manajemean risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi managemen

yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan wiuh,

D|rsks| telah buda)'a risiko pada seburuh
dan i i SDM antara lain melalui pelatihan
dnr\"al‘au sosialisasi mengenai manajemen risiko.

Total nilai skala penerapan

Rata-rata
Bobot
Nilai Proses

[+]

. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

tain (jika ada) yang di
Otoritas Jasa

BPR menyusun laporan prafil risiko dan profil risik
kepada Otoritas Jas: sesuai

BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas
Jasa Keuangan sesual ketentuan Otorilas Jasa Keuangan.

Total nilai skala penerapan
Rata-rata
Eobot

257
0,40
1,03

2,00
0,10

i i kebij Risiko dan
Diraksi atas j Risiko

BPR telah dan
yang disusun dalam Lapulan Profil Rlstu

BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh

BPR terus. untuk ji rislko

BPR terus i sisterm inf i yang i yaitu sistem informasi manajemen
yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan uluh,

Direksi telah budaya risiko salah satunya dengan sosialisasi
‘mengenai manajemen risiko

BPFR telah menyusun Laporan Profil Risiko pada tahun 2022 dan telah dilaporkan ke Otoritas
Jasa Keuangan

BPR belum ada produk dan atau aklivitas ban

IVOV2023 13:38:50 WIB Dicetak Oleh

Ibprbuanaantha@gmail.com

i Hasil

IVOV2023 13:38:50 WIB Décetak Oleh

Ibprixanaartha@gmail.com

FAKTOR 9
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

2

4

5

Kriteria / Indikator

A Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (5)

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait
dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitr grup,
danfatau debitur besar, berikut dan

bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.

Total nilai skala penerapan

Rata-rata
Bobaot
Nilai struktur
B. Proses Penerapan Tata Kelola (F)

BPR secara berkala g i dan ik slstem dan
prosedur BMPK agar di i clengan p g

Proses pamberian kredit oleh BPR kepada pihak tarkait :lanlalan pemberian kredit
besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan
memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan,
Tatal nilai skala penerapan

Rata-rata

Bobat

ilai Proses
C. Hasil Penerapan Tata Kelcla (H)

Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian
kredit yang danfatau BMPK talah secara
berkala kepada OMoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,

BPR tidak dan/atau
Keuangan.

BMPK sesuai

Otoritas Jasa

1,00
0,50
0,50

200
0,40
0,80

PT.BPR Buana Artha Lestari sdh mempunyal Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkraditan

PT.BPR Buana Artha Lestar

evaluasi dan p

PT.BPR Buana Artha Lestari dalam pemberian kredit sudah sesuai dengan ketentuan tentang
BMPK

Laporan pemberian kredit kepada Pihak Terkait setiap bulan sudah dilaporkan kepada OJK
dengan tepat wakiu sesuai ketentuan OJK

BPR tidak melakukan pelanggaran BMPK

IV0V2023 13:30:03 WIB

Tatal nilai skala penerapan

Rata-rata
Bobot
Nilai Hasil

IV0V2023 13:30:03 WIB
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J. FAKTOR 10

RENCANA BISNIS BPR

A Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (5)

1 Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksl dan disetujul oleh Dewan
Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.

2 Rencana bisnis BFR menggambarkan rencana s(rmagrs jangka panjang dan
rencana bisnis tahunan rencana p BPR yang
signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,

3 Rencana bisnis BPR didub cleh saham dalam rangka

dan il yang i antara |ain sumber daya

i, jaringan kantor, dan prosedur.

manusia,
Total nilai skata penerapan

Rata-rata
Bobot
Nilai struktur
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
4 Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit:
;.PlaRkbur aksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha

bb. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan
<. penerapan manajemen risiko,

5 Dewan isari rhada

rencana
bisnis BPR.

Tatal nilai skala penerapan
Rata-rata

Bobot

Nilai Proses

[+]

. Hasll Penerapan Tata Kelola (H)

IV0V2023 13:30:10'WIB

167
0,50
0,84

1,00
0,40
040

Rencana Bisnis Bank telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris

Rencana Bisnis Bank telah menggnmbaman rencana strategis jangka panjang dan rencana
bisnis tahunan rencana p bank sesuai

Rencana Bisnis PT.BPR Buana Artha Lestari telah disstujui oleh RUPS

Rencana bisnis BPR disusun dengan fakior dan internal yang
dapat mempangaruhi kelangsungan usaha BPR azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-
hatian serta penerapan manajemen risiko

Dewan isaris telah rencana Bisnis Bank

terhadap

6 Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas.
Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Total nilai skala panerapan

Rata-rata
Babat
Nilai Hasil

INVTV2023 133019 WIB

Dicetak Olen

bpruaraarthagmail com

K. FAKTOR 11

0,10
0,10

Rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan,

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

A Strukiur dan Infrastruktur Tata Kedola (3)

1 i sistemn gan den non gan yang q oleh
sistem i yan sesuai sumbser
daya manusia yang kompeten unluk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat,
Kini, dan uluh,

Total nilai skata panerapan

Rata-rata
Bobat
Nilai struktur
B. Proses Penerapan Tata Kelela (P)

2 BPFR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi
jpaling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, Susunan pengures
dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,

3 BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi
umum, laporan keuangan, opini dari akunian publik atas laporan keuangan
tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta
seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

4 BPR k s i produk, layanan dan/atau
penggunaan data nasabah BPR denuan berpedomsn pada persyaratan dan tata
cara sesuai Otoritas Jasa

5 BFR manyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan

dalam Otoritas Jasa Keuangan.

Total nilai skala penerapan
Rata-rata
Bobat
Nilai Proses
. Hasll Penerapan Tata Kelcla (H)

Tongge IV0N2023 13:30:32 WIB

200
0,50
1,00

1,25
0,40
0,50

PT. BFR Buana Artha Lestari i sistem dengan Penta Media
Informasi
PT. BPR Buana Artha Lestari telah dan laporan Publikasi

PT. BPR Buana Artha Lestari telah menyusun Laporan Keuangan Tahunan sesuai keteniuan
QUK

Tranparasi Informasi mengenai Produk, Layanan dan/atau Penggunaan data Nasabah sudah
sesual ketentuan OJK

PT. BPR Buana Arha Lestari sudah 1y dan
dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

laporan i diatur
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6 Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit 1 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Sudah ditandatangani oleh Direksi
oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta
disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan

danfatau dip ikan sesual Otoritas Jasa g
7 Laparan I g dan g «dan laporan 1 PT. BPR Buana Artha Lestari sudah ian Pengaduan dal
pengaduan dan tindak lanjut dan i secara on line | peduli OJK
disampaikan sesuai ketentuan secara tepat wakiu.
Total nilai skala penerapan 2
Rata-rata 1,00
Bobot 0,10
Nilai Hasil 0,10

IV0V2023 13:30:32 WIB Déoetak
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